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ABSTRAK

MEGAWATI. 105261104618. 2022. Poligami Dalam Perspektif Fikih Islam dan
Tarjih Muhammadiyah. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum
Keluarga). Fakultas Agama Islam Universitas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Siti Risnawati
Basri.

Pada dasarnya asas pemikahan adalah monogami, yaitu dilakukan hanya
sekali seumur hidup dan hanya terdiri dari satu orang isteri dan satu orang suami
saja. Akan tetapi, pada kenyataannya ada beberapa orang yang menikah lebih dari
satu kali dan memiliki isteri lebih dari satu orang yang dikenal dengan istilah
poligami. Alasan orang-orang yang melakukan poligami ini sendiri berbeda-beda,
begitupun respon masyarakat sekitar dalam menanggapi praktek poligami ini, Ada
yang mendukung praktek poligami ini, namun ada pula yang menganggap bahwa
poligami ini adalah suatu bentuk penindasan terhadap kaum wanita. Melihat latar
belakang masalah serta pro dan kontra terhadap polemik poligami ini, maka
muncul pertanyaan, bagaimana hukum poligami ini datam perspektif fikih Islam
dan tarjih Muhammadiyah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
memahami hukum poligami menurut fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah.
Penelitian ini sendiri termasuk dalam jenis penelitian pustaka (library research),
yaitu jenis penelitian yang menekankan pada penelitian literatur-literatur yang
terkait dengan objek’ yang dianalisis. Menggunakan metode deskriptif analisis
yaitu suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang tetah dikumpulkan
kemudian disusun, dijelaskan sekaligus dianalisa. Pemaparan data yang telah
diperoleh dari lapangan maupun dari pustaka kemudian dilakukan analisis sampai
kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa poligami dalam fikih
Islam adalah sesuatu yang dibolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil
terhadap isteri-isterinya. Sedangkan dalam tarjih Muhammadiyah, poligami
adalah sesuatu yang boleh dilakukan, akan tetapi tidak dianjurkan. Dibolehkannya
poligami ini pun untuk darurat sosial, bukan semata-mata untuk darurat
individual.

Kata Kunci: Poligami, Perspektif Fikih, Perspektif Tarjih.



ABSTRACT

MEGAWATI. 105261104618. 2022, Polygamy in the Perspective of Islamic
Jurisprudence and Muhammadiyah Tarjih. Thesis. Ahwal Syakhshiyah Study Program
(Islamic Family Law). Faculty of Islamic Religion, University of Islam, University of
Muhammadiyah Makassar. Guided by Abbas Baco Miro and Siti Risnawati Basri.

Basically the principle of marriage is monogamy, which is done only once in a
lifetime and consists of only one wife and one husband only. However, in reality there are
some people who marry more than once and have a wife of more than one person known
as polygamy. The reasons for people who do polygamy themselves are different, as well
as the response of the surrounding community in responding to this practice of polygamy.
Some support this practice of polygamy, but some consider that polygamy is a form of
oppression against women, Looking at the background of the problem and the pros and
cons of polygamy polemics, the question arises, how is this polygamy law in the
perspective of Islamic jurisprudence and Muhammadiyah tarjih.

The goal to be achieved in this study is to know and understand the law of
polygamy according to Islamic jurisprudence and Tarjih Muhammadiyah. This research
itself is included in the type of library research (library research), which is a type of
research that emphasizes on the research of the literature related to the object being
analyzed. Using descriptive methods of analysis is a method used against data that has
been collected and then compiled, explained and analyzed. Exposure of data that has been
obtained from the field and from the library is then analyzed to the conclusion.

Based on research that has been done, that polygamy in Islamic jurisprudence is
something that is allowed on the condition that the husband is able to be fair to his wives.
While in Muhammadiyab tarjih, polygamy is something that can be done, but not
recommended. Polygamy is allowed to be a social emergency, not solely for individual
emergencies.

Keywords: Polygamy, Fikih Perspective, Tarjih Perspective.
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BAB1
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu hal yang membahagiakan. Karena dua orang yang
saling mencintai dapat membangun keluarga vang sakinah bersama, melalui
Mawaddah dan Warahmah. Bahkan banyak orang yang berjuang keras untuk bisa
menikah dengan orang yang dicintainya. Selain itu, pernikahan juga dapat
menyambung tali silaturahmi antar kedua pasangan tersebut.'

[stam.itu sendiri adalah agama fitrah-Dan segala sesnatu yang ada di dalam
Islam adalah baik, dan segala apa yang disyariatkan di dalamnya ditujukan untuk
seluruh umat manusia. Salah satu sunparulluh yang umum berlaku pada manusia
adalah pernikaban. Dan semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-

pasangan.” Hal int ditepaskan dalam firman Allah swt dalam QS. ai-Rum/30;21:

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanva, dan dia menjadikan di antaramu rasa
kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikuan itu benar-benar
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."

"Huzaemah T  Yanggo, Hulum Keluarga Dalam Islam (Cet. 1, Jakarta: Yavasan
Masyarakat Indonesia Baru, 2013), h. 96.

* Khoirul Abror, Poligami dan Relevansinga Dengan keharmonisan Rumah Tangga (Bandar
Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2016}, h. 1.

*Kementenian Agama R, A/-Qur'un Cordoba Special For Musliamah (Bandung: Cordoba
Internasional Indonesia , 2018). h. 406.
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Dan Allah swt juga berfirman dalam surah Yasin/36:36:
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Terjemahnya:

Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya,
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun
dari apa yang tidak mereka ketahui

Selain itu, perkawinan juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seoranp wanila sebagai. suami isteri dengan (ujuan
membentuk rumah tangga vang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.’ Rasuluilah saw juga telah menunjukkan pernikahan sebagai
fitrah yang pada dasarnya umum dilakukan oleh sciiap umat Islam sebagai bukti
kemanusizan mereka dan ketaatan mereka terhadap agamanya dan sunnah

Rasulullah saw. Hal i1 berdasarkan sabda Rasulullab saw:

R e e o o [V BT LR [V e
S 8 by o sl gy i Loty by p sl SO 06 e

O (o G 8y o el

Artinya:

Dari Anas Tbnu Malik bahwa Nabi Shallalahu ‘alaili wa sallam setelah
memuji Allah dan menyanjungnya, bersabda: tetapi aku shalat, tidur,
berpuasa, berbuka dan menikahi perempuan. Barang siapa membenci
sunnahku, 1a tidak termasuk ummatku (H.R Bukhari dan Muslim).

*Kementerian Agama R, Al-QOur an Cordoba Special For Mustiamah, h. 342,
*Aunur Rahim, Umar Haris, Hukum Perkavwinan Islam (Yogyakarta: Gama Media), h. 9.

"Tagtyuddin Abu al-"Abbas Ahmad bin Abdi al-Halim bin Abdi al-Salam, Manahij al-
Sunnah al-Nabawiyah, Juz 11 ( Cet. I, Dimaskus: Muassasah Cordoba, 1985), h. 142



Kemudian Islam telah mengatur kedudukan permikahan menjadi sbuah
syariat yang sempurna, yang di dalamnya telah terkandung segala aspek. Namun
demikian, aturan-aturan dalam pernikahan seakan-akan selalu menjadi objek kritik
oleh mereka yang menentang aturan ini yang secara khusus dibuat, terutama dari
segl yang cukup kontroversial seperti dibolehkannya poligami .’

Poligami kerap kali menjadi praktek pernikahan vang menuai banyak
perhatian dan kontroversi bagi masyarakat modern terutama di Asia Tenggara dan
Asia Selatan dengan besarnya populasi umat Islam. Aksi pro dan kontra terus
berdatangan dalam menvikap: permasalahan poligami termasuk di kalangan
masyarakat umum dan para aktivis. Khususnya bagi kalangan perempuan, yang
menganggap bahwa poligami merupakan salah satu wadah atau media penindasan
kaum laki-laki kepada perempuan, Bahkan pandangan ini seakan-akan
memperolah pembenaran dengan adanya praktek-prakick di tengah masyarakat
vang tidak sesuai dengan apa yang disvariatkan olah Islam. Akan tetapi, pendapat
lain mengatakan bahwa dengan adanva pelarangan poligami. justru menjadi
pemicu dan cenderung membolehkan prostitusi, Dan berbagai pendapat pun kian
bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya praktek poligami
yang terjadi di dalam masyarakat.®

Dalam al-Qur’an sendin, telah dijelaskan bahwa secorang lelaki dapat
menikaht wanita lebih dari satu, dengan syarat mampu beriaku adil terhadap istri-

istrinya. Dalam firman Allah swt QS. al-Nisa/4;3:

"Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Kelnarga Indonesia (Cet. |, Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
h. 215,

* Syarif  Zubaidan, “Poligami dan  Aplikasi  Hukum Islam  di  Indonesia™
http://master islamic.ui.ac.id {10 Oktober 2021)
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Terjemahnya:
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah
perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahiiah) seorang

saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian
itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Selain itu, syarat-syarat berpoligami juga dijelaskan dalam pasal 56 vang
berisi “1, Seorang suami vang ingin beristn lebih dari satu orang harus mendapat
izin darl Pengadilan Agama, 2. Pengajuan pernmohonan izin yang dimaksud dalam
ayat (1} dilakukan inenurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua,
ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai
kekuatan hukum™ '® Kemudian dijelaskan dalam pasal 57, bahwa pengadilan
hanya mengizinkan scorang suami untuk beristri lebih dari satu, jika isteri tidak
mampu menjalankan kewajibannya sebagal seorang isteri; isteri tersebut cacat
badan atau penvakit yang tidak dapat disembuhkan: isteri tidak dapat melahirkan
anak.

Kendati demikian, seperti yang kita ketahui di kehidupan sekitar kita,

kebanyakan wanita menolak terjadinya poligaini dalam keluarga mereka dengan

berbagai macam alasan. Namun, ada pula wanita yang menerima konsep poligami

® Kementenan Agama RI, 4/-Our an Cordoha Special For Musliamah, h. 77

19 Kompilast Hukum Islam (KHI), h. 17,



i dalam kefuarganya. Seperti seorang istri yang memilihkan calon isteri, atau
bahkan sang isteri yang meminangkan wanita lain.

Lain  halnya dalam pertemuan rpasional  organisasi  “Aisyiyah
Muhammadiyah yang menyimpulkan bahwa orientasi keluarga sakinah saat imi
lebih mungkin dicapai melalui pernikahan monogami, dibandingkan poligami.
Selain itu, Prof. Dr. H. Amin Abdullah, seorang pakar Henneneutika pada acara
Tanwir 1T ‘Aisvivah Muhammadiyvah mengatakan bahwa “hanva memimpikan

"' Kemudian dalam Tarph Muhammadiyah,

poligami saja tidak mungkin™.
dikatakan bahwa sepasanyg suami isten harus meyakini bahwa pernikahan dalam
Islam saina dengan memelibara perjanjian setia ( miisaqan galid=a), mereka mesti
melakukan prinsip Mu asvarah bl ma’ruf yang  dilandasi sikap saling
menghormati. Selain itu, suami isteri juga mesti menjalankan setiap langkah
dalam rumah tangganya dengan musyawarah. Manakala terjadi berbagai kesulitan
dan godaan yang menerpa maka langkah-langkah musyawarah mesti diseperakan
kembali secara istigamah dirujuk dan dipraktekkan, Berupava untuk tetap setia
dengan satu pasangan merupakan salah satu cara yang juga mesti diupayakan
karena jika prinsip tidak mau menyakiti itu diingat kembali, maka pilihan untuk
melakukan poligami oleh suami mesti diposisikan sebagai darurat sosial bukan
darurat individual '

Berdasarkan uraian diatas, tentang masalah poligami di mata masyarakat

yang keberadaannya masth menuai pro dan kontra, dan pendapat Tarjih

1 RedaksilR, ~fika ada Yang Tanva, Kenapa Muhammadiyah Fnggan Poligami?™
http:/1slami.co (7 Oktober 2021

Y Wawan Gunawan A Wahid, "Menimbang Kembals Poligami™, Jurna! Twrjib 11, no. |
(2013), h. 69-70.



Mubammadiyah tentang masalah ini yang masih jarang dikaji, maka penulis
tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut bagaimana pandangan Tarjih
Muhammadivah berkaitan dengan permasalahan poligami dalam bentuk skripsi
vang berjudul: POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FIKiH ISLAM DAN
TARJIH MUHAMMADIY AH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis mencoba
mencermati dan menemukan pennasalahan untuk bahan penelitian, sebagai bertkut:
1. Bagaimana hukum poligani menurut fikih Islam?
2. Bagaunana hukum pohigam dalam perspektif Tagih Mobhanmadiyah?

C. Tujuan Penelitinn

1. Penehtian 1m bertyuan untuk menjelaskan bagaimana hukum poligami
menurut fikih Islam.
2. Bertujuan untuk mengetahur bagaimana hukum poligami dalam perspeknf

Tarjth Muhammadivah.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dan penelittan i adalah -

i. Manfaat Teontis
Penelitian i, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang
poligami menurut [slam, serta mengetahut dan memahami perspektif Tamih
Muhammadiyah terhadap praktek poligami, juga dijadikan pijakan atau pengembangan

dalam mempelajan hukwmn Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan untuk



bisa menjadi bahan rujukan untuk para penulis dan peneliti dalam meneliti
permasalahan vang berkaitan.
2. Manfaat Praktis

Sknipsi i1 diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

a. Bag Infonman

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana pemikiran dan pemahaman
mengenal  poligamt ditinjau_~dari hukum Islam dan perspektif Tarjih
Muhammadiyah.

b.  Bagi keluarga informan

Diharapkan menjadi masukan dan perhatian lebili terutama bagi keluarga
dalam memahami bagaimana pohigami dalam perspektif fikih Islam dan Tarjih
Muhammadivah.

¢. Bagi Masyarakat

Penelititan 1n1 diharapkan dapat membanto menambah wawasan serta
pemahaman masyarakat mengenai poligami, terutama dalam perspektif fikih

Islam dan Tar)th Muhammadiyah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penclitian

Penehitian 1n1 menggunakan jenis penelitian pustaka (/ibrary research),
vaitu jenis penelitian yang sumber datanya didapatkan dari kepustakaan.'! Oleh
karena itu, untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan, penulis akan fokus

pada studi kepustakaan dan mengkaji data-data vang telah ada sebelumnya.

PMestika Zed, Merode Penclitian Kepustakaan ( Cet. 1, Jakarta® Yayasan Obor Indonesia,
2004y, h. 1.



Penelitian dilakukan dengan cara membaca serta mengkaji buku-buku dan
literatur yang berkaitan dengan masalah vang akan dibahas.'” Dalam hal ini

poligami dalam perspektif fikih Islam dan tarjih Muhammadivah.

2. Sumber Data
Adapun sumber data vang digunakan untuk penelitian ini adalah:
a. Data Primer
Data pnmer merupakan data yang ash dan dikumpulkan sendin oleh
peneliti sebagai alat jawab rumusan masalah penelitian.’” Dalam penelitian ini,
data diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui buku-buku
Putusan Tarjth Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah. dan Tanya Jawab
Agama,
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru

 Data ini

didapatkan penehiti dari sumber yang lain sebagai taimbahan informasi.
diperoleh dart buku, jurnal, publikasi pemernintah, perpustakaan, internet, atau
sumber lain yang mendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

l.angkah pertama yang dijalani adalah mengumpulkan berbagai referensi-

referenst awal berupa buku-buku, literatur, dan dokumentasi internet yang

Y“Suharsimi Arikunto, Merode Penelitian dan Pendekatan Prakeek (Jakarta: Kencana Penada
Media, 1998), h. 36,

¥ Populix. Pengerian Data Primer dan  Perbedaannya Dengan Data Sckunder.
https.//www.info. populix.co/post/data-primer-adalah (12 Oktober 2021).

' Populix. Pengertian Data Primer dan  Perbedaannva Dengan Data Sckunder,
https.//www.info.populix.co/post/data-primer-adalah (12_Oktober 202 1),



berkenaan dengan permasalahan poligami dalam fikih Islam dan Tarjih
Muhammadiyah, kemudian dibandingkan. dan disimpulkan terkait dengan
persamaan dan perbedaan penjelasannya.

Data yang didapatkan dart pencarian referensi ini akan melalui beberapa

tahapan-tahapan, yaitu:

a. [Lditing, yaitu memeriksa kembali data yang didapatkan dari
segl kelengkapan, kecocokan, kejelasan, dan hubungannya
antara data satu dengan yang lainnya.'’

b. Orgunizing, yaitu penulisan data vang diatur dan disusun
menjadi sebuah kesatuan yang teratur.'*Kemudian data vang
telah diperoleh akan disusun dengan sistematis dan dijadikan
sebagai bahan penelitian.

¢. - Concluding (kesimpulan), merupakan langkah terakhir vang
dilakukan dalam tcknik pengumpulan data ini. Dimana data
yang telah dikumpulkan ditarik kesimpulannya dan dijadikan
jawaban atas rumusan masalah,

4. Tekntk Analisis Data
Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai, maka proses
selanjutnya adalah menganlisis data untuk mendapatkan sebuah gambaran utuh
terkait dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Karena penelitian ini

merupakan penelitian pustaka, maka penulis dalam hal ini menggunakan metode

" Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Gramit. 2004), h. 118,

** Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia. h. 1023,
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analisis desknptif. Metode analisis deskriptif ini merupakan suatu metode vang
sering kali digunakan terhadap suatu data yang dikumpulkan kemudian diolah,
dijelaskan dan dianalisis secara sekaligus. Data yang telah didapatkan dari
lapangan maupun buku-buku dan literatur-literatur vang ada selanjutnya
dilakukan analisa hingga kemudian mendapatkan kesimpulan. Metode ini
bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai poligami dalam perspektif fikih
Islam dan tarjih Muhammadivah. sehingga dapat diketahui bagaimana fikih Islam

dan Muhammadiyah memnerikan hukom terhadap poligami.
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BAB H

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN
POLIGAMI

A.  Tinjauan Umum Tentang Pernikahan
1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi. kata “pernikahan”™ berasal dan kata al-Nikah (- Li.;.“)
yang mempunyai dua arti secara bersamaan, yaitu:
a. Jimag' adalah hubungan intim, atau hubungan seksual yang

disebut juga detigan a/-Wath u (s 1y

b. Akad (&) yang berarti ikatan, atau kesepakatan.'”’

Selain itu, pendapat lain juga menyatakan bahwa istilah i diambil dari
bahasa arab, vang terdiri dari dua kata, vaknt zawwaja dan nekaha yang memiliki
makna menglympun atat mempersatukan dan pasangan. Sehingga pernikahan
dapat didefmisikan sebagar mempersatukan dua orang menjadi satu.?’

Akan ‘tetapi, para ulama dalam hal 1m) ‘berbeda pendapat dalam

mengartikan kata “nikah”. Pendapat tersebut vakni:

a. Pendapat vang pertama menyatakan bahwa hubungan seksual (a/-
wath 'u) merupakan arti sebenarnya dan kata “nikah”, sedangkan
akad merupakan arti kiasan. pendapat ini menurut mazhab al-

Hanafiyah.

""Muiz al-Bantamni, /ikih Wanita Sepanjang Masa (Cet. |; Banten' Mulia, 2017 ). h 213,
*Tinuk Dwi Cahyami, Hukunt Perkawinan (Cet. 1, Malang: UMM Press, 2020), h. L.



b. Pendapat kedua dari mazhab al-Malikiyah dan al-Syati’iyah yang
menyatakan bahwa artt sebanamya dari kata “nikah™ adalah akad
dan hubungan seksual adalah arti kiasannya. Pendapat ini
merupakan kebalikan dari pendapat yang pertama.

c. Sebagian ulama mengemukakan bahwa kata “nikah”™ memang

memiliki dua makna asli, vaitu akad dan hubungan seksual >’

Sedangkan menurut istilah, pemikahan memtliki beberapa definisi, yaitu:

Jo g 3L T e et Sl a2 sy das e e s Sy
s’ = NG o 1- -

Artinya:

Perntkahan menurut agama adalah akad vang ditetapkan oleh agama untuk
menghalalkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan
menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-iaki.

Kemudian menurut oazhab ai-Syafi“iyah, pernikahan adalah:

Artinya;

Akad yang terkandung di dalamnya kebolehan melakukan hubungan suami
ister1, dengan lafaz nikah, razwi;, atau lafaz yang memiliki makna sama.

“"Wuiz al-Bantani, Fikih Wanita, b 214

*Wahbah Al-Zuhailt, Al-Figh al-lstami wa Adillansh (Cet 111, Betrut: Dar al-Fikr, 1989} h
29

"Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia & Pernikahan {(Jakarta. Gramedia Pustaka
Utama, 2019). h 5.
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Artinya:

Akad vang menjadikan halal hubungan suami isteri dengan wanita yang
bukan mahram, bukan majusi, bukan puka budak ahli kitab dengan shigah.

Pengertian di atas adalah definisi pernikahan menurut mazhab al-
Malikiyah.

Dari beberapa pengertian pernikahan menurut para ulama di atas, kita
dapat menarik kesimpulan bahwa para ulama masih meninjau pernikahan hanya
dan satu seg, yakni dibolehkannya antara seorang lclaki dan perempuan yang
awalnyadilarang untuk berhubungan. Secara umum juga para ulama berpendapat
bahwa nikah merupakan akad yang ditetapkan oleh agama yang menjadikan
seorang lelaki (suami) bisa bersenang-senang terhadap kehormatan dan seluruh
tubuh isterinya.*

2. Tujuan Pernikahan

Tujnan disyaria’atkannya sebuah pernikahan adalah’

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;*® anak sebagai keturunan
tidak hanya menjadi buah hati, akan tetapi anak juga berperan sebagai
penolong dalam hidup di dunia serta memberikan tambahan amal
kebajikan di akhirat kelak apabila orang tua mampu mendidiknya

menjadi anak yang baik dan saleh. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

“Abdu al-Karim bin Muhammad bin Abdi al-Karim dan Abu al-Qasim al-Rafi’ al-
Quzwatni, Al-4ziz Syarh al-Wajiz al-Ma ruf bi al-Syarah al-Kabir (Cet. 1; Baerut Dar al-Kitab al-
*Alamiyah, 1997) h 427

“Nurhadi dan Muammar Gadapi, Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fikih) (Pekanbaru:
Guepedia, 2020), h. 19.

* Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahar (Cet. VIll: Jakarta: Kencana, 2019}, h. 19.
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Artinya:

Apabila seseorang telah meninggal duma, maka putuslah amalan-
amalnnya kecuali tiga hal. shadagah jarivah, atau ilmu yang
bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannva (HR
Mushm).

b. Pemenuhan kebutuhan biologis (svahwat)} dan penyaluran kasih savang
berdasarkan’ tanggung jawab. pada dasarnya memang manusia
diciptakan berpasang-pasangan, sehingga’ cenderung berkeinginan
untuk memiliki hubungan antara lelaki dan perempuan. Selain itu,

Allah swt menggambarkan lelaki dan perempuan imi seperii “pakaian™

vang artmva saling menutupi dan melengkapi. Firman Allah swt:

- R - 1 - 4 - P I - x
B s LD A S e el ST

oy

e
Terjemahnya:
Dihalalkan untuk kamu pada malam han puasa bercampur dengan

isterimu. Mereka adalah pkaian bagimu, dan kamu adalah pakaian
bagi mereka...*?

c¢. Memelhara diri dari kerusakan; seperti vyang telah dijelaskan

sebetumnya, bahwa ketenangan hidup dan cinta kasih antara lelaki dan

“Muslim bin al-Hwaj Abu al-Hasan al-Qusvairi al-Naysaburi, A/--Musnad al-Shahih al-
Mubtashar bi Naglh al-Adl an al-Ad! ita Rasuliflah Shaollalabne alaili wa Sallam, Thid H, No
1631 (Baerut: Daar al-Ahyai al-Turats), h 1255,

* Kementenan Agama RI, Al-Qur'an al-Karim, al-Onr'an Hafalon (Bandung: Cordoba
Internasional Indonesia, 2020), h. 29.

1 ——




perempuan dapat diperoleh melalus pernikahan. Sebagian besar orang-
orang vang memutuskan untuk tidak menikah dan tidak menyalurkan
syahwatnya akan mengalami ketidakwajaran dan menimbulkan
kerusakan, baik kerusakan untuk diri sendini, orang lain, maupun
masyarakat.

d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mencari nafkah yang halai;
suami istert vang pernikahannya berdasarkan pada pengamalan ajaran
agama, maka usaha dan upayanya dalam mencari nafkah untuk
kebutubhan hidup dan keluarganya dapat dikategorikan sebagai ibadah
dalam arti luas. Oleh karenanya, dengan memkah dan berumah tangga
dapat menimbuilkan keinginan bekerja dan bertanggung jawab juga
berusaha mencari harta yang halal.>”

¢. Mewujudkan rumah tangga yang sakinah dalam rangka memnentuk
masyarakat vang sejahtera berdasar pada cinta dan kasih sayang.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah segala sesuatu vang harus ada yang menjadi penentu sah
atau tidaknva suatu perbuatan (ibadah), dan sesuatu tersebut harus ada dalam
rangkatan perbuatan ini, seperti membasuh wajah ketika berwudhu, dan membaca

kLY

surah al-Fatihah dalam sholat.”" Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada
yang menentukan sah atau tidaknya ibadah, akan tetapi sesuatu ini tidak termasuk

ke dalam rangkaian ibadah tersebut, seperti menutup aurat ketika hendak shalat.”’

“*Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahar, h. 22.
*Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyal (Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang), h. 9
“'Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat h. 33,
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Sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain, pernikahan juga memiliki beberapa

rukun dan syarat yang harus terpenuhi, agar dapat dikatakan sah. Adapun rukun

dan syarat nikah menurut para jumhur, yaitu:

a.

Adanya kedua mempelai (calon suami dan isteri yang akan

melangsungkan pernikahan). ** Adapun syarat bagi kedua

mempelai, yaitu:

Svarat mempelai pria:

a)
b)
¢
d)
¢)
3]

Beragama Islam.

Jelas bahwa 1a adalah seorang lclaki.

Mempelat pna halal menikaht calon mempelal perempuan.

Mempelai pria rela (tidak terpaksa) melakukan pernikahan ini.

Tidak dalam keadaan ifirant.

Tidak sedang beristertkan empat orang.>”

Svarat mempelal perempuan:

a)
b)
¢}

d)

£)

Beragama Islam atau ahli kitab.

Jelas bahwa dia adalah seorang perempuan.

Halal untuk dinikahi oleh mempelai pria.

Tidak dalam keadaan menikah (terikat pada
pernikahan), dan tidak dalam masa iddah.

Tidak dalam keadaan terpaksa.

Tidak dalam keadaan beribiram.

“*Abdul Rahman Ghazaly, ligh Munakahat h. 34,
**Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahar. h. 36

sebuah



. ———— e

b. Adanya wali dari pihak mempelai wanita. Sebuah pernikahan
dikatakan sah apabila ada wali atau yang mewakilinya yang

menikahkan. Hal ini berdasar pada hadis Nabi Muhammad saw:

Ub dag U0 a2y bl L 1SK8 Lgd g 031 i eSS 3 el LT
Mt

¢. [jab dan Kabul (akad nikah). Yaitu diucapkan oleh wali mempelai

wanita dan dijawab oleh calon mempelai pria.

“Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, Al-Sunan Ibnu Majah
(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1954), h 605.

* Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, Shahih Figh al-Sunnah, terj. Darwis dan
Derysmono, Shahih Fikih Sunnah, jilid IV (Cet. 11, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), h. 130-
131
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B. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara bahasa, istilah poligami berasal dari bahasa yunani terdin dan dua
pokok kata, vaitu Polu vang berarti banyak dan CGamein berarti kawin atau
perkawinan. Jadi, poligami berarti perkawinan yang banyak.*

Pengertian sccara bahasa tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa
poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini
lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan. Artinya, isteri-isteri tersebut
masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai
isteinya. Adapun dalam kitab-kitab figih, poliganii disebut dengan ta 'addnd «l-
cayjat yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah dartikan sebagai
kebolehan mengawint perempuan dua, tiga, atau empat, jika mampu berlaku adil.
Jumhur Ulama inembatasi poligami hanya empat wanita® saja. °’ Kemudian
menurut Wikipedia; poligami adalah praktik nikah yang tertuju kepada lebih dan
satu suami atau isteri. Pernikahan yang dilakukan oleh scorang lelaki terhadap
lebih dari seorang perempuan merupakan pengertian dan pemahaman umum
poligami. Dalam artian lelaki dalam membangun rumah tangga harus membagi
kasih sayang dan cintanya kepada isteri-isteni yang dimilikinya.

Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat, kenyataannva
kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala

ketentuan, sehingga poligami vang dilakukan ini sangat jauh dari hikmah-hikmah

 Bibi Suprapto, Liku-Liku Poligami (Yogyakarta - Al Kausar, 1990), h {1

Y Supardh Mursahim, AMenolak Poligami Siudi tentany Undang-Undang Perkawinan dan
Hukum Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelapar, 2007), h. 16.
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yang terkandung didalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut
Islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara serampangan,
maksudnyaseperti sekehendak hati saja, tanpa memperhatikan dan mengindahkan
syarat-syarat yang harus dipenuhi.

2. Praktik Poligami Dalam Masyarakat Terdahutu dan Sekarang

Pada dasamya, praktik poligami mengundang berbagai tanggapan dari
masyarakat, berupa tanggapan positif dan negatif terhadap moral pelaku poligami,
Sebenamya, sejak dahulu poligami telah berlaku dan meluas pada berbagai
bangsa sebelum Islam datang dan hingga dewasa ini, poligami masih tetap
tersebar di beberapa bangsa yang penduduknya minoritas Islam, seperti: Jepang,
Hindu. Cina, dan penduduk asli Afrika. Sclain itu, bangsa Mesir Kuno dan
bangsa-bangsa India juga bangsa Arab Jahilivah sebelum datangaya Islam telah
mengenal poligami. Ada beberapa dari mereka yang memiliki isteri sepuluh
orang, bahkan ada yang beristeri puluhan orang.* Sedangkan di era kita saat ini,
masyarakat menganggap bahwa poligami merupakan suatu bentuk kejahatan
tersembunyi terhadap perempuan.*”

Akan tetapi, di masa lalu khususnya di lingkungan masyarakat primitif,
praktik poligami ini memungkin para janda dan anak-anak yang kehilangan
ayahnya dapat merasakan keamanan, kesejahteraan dan kehangatan dalam sebualh
keluarga yang utuh. Seringkali jika seseorang membahas mengenai poligami,

taka sesorang tersebut akan beranggapan dan mengira bahwa Islam merupakan

®Arsyad Satd. “Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam™ Maleo § aw Journal
vol. I no. 2 (2017), h. 306. http://jurnal unismuhpalu ac id (Diakses 28 Januari 2022)

Al Syanat, Women in The Eyes and Heart of Muhammad, ter). Sofyan Abubakar, Wanitua
Dalam Pandangan Rasulullah (Jakarta: Misbah, 2004), h 14,



pencetus dilaksanakannya poligami. Padahal sebenarmnya poligami dalam Islam
diumpamakan sebagai pintu darurat, yang hanya pada waktu-waktu atau keadaan
tertentu sajalah kemudian dapat digunakan. Sedangkan dalam keadaan yang
aman, pintu inf dilarang untuk dibuka atau digunakan.

Banyaknva pthak yang keliru dalam memahami poligami justru
mengaburkan pemahaman poligami it sendiri. Kebanyakan dari mereka vang
mengira bahwa poligami itu ada setelah Islam. Menganggap bahwa Islamlah vang
membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada pula vang terang-terangan
beranggapan bahwa poligaini fidak mungkin dikenal dalam sejarah peradaban
manusia jika bukan karena Islam.

Dari segi sejarah, jika dikajt lebih lanjut poligami bukanlah praktik nikah
yang awalnya dart Rasulullah saw. Akan tetapi, jauh sebelum Nabi Muhammad
saw diutus untuk menjadi Rasul poligami sudah lebih dulu dilaksanakan. Ada
banyak fakta-fakta sejarak yang menunjukkan hal ini. Dalam buku Zafsir bi al-
Ra'vi yang ditulis olch Baiddan menyatakan bahwasanva “poligami tclah ada
sejak zaman purba, yaitu dikalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman itu.
Yaitu pada bangsa Yunani, Mesir, Babilonia, Asyria, Cina, India, dan lainnya.
Poligami pada masa zaman itu, khususnya dikalangan mercka tak terbatas
jumlahnya, ada yang mencapai 130 isteri untuk seorang suami bahkan salah
seorang raja Cina mempunyai isteri sebanyak 40.000 orang (Kaisar Xuanzong)”.*"
Poligami menurut sejarah juga sudah ada sejak Nabi Ibrahim as yang menikahi

Siti Sarah dan Siti Hajar. Oleh karena itu, dapat disimpulakan bahwa praktik dan

*Hanyanti. “Konsep Poligams Dalam Islam (Polygamy Concept in Islam Law)” |, Risalah
Huloen, vol. 4 no. 2 (Desember 2018), h. 106.



ajaran poligami bukan bermula dari sunnab Rasulullah saw karena Nabi-Nabi
terdahulu pun juga telah melakukan polipami.*f Islam juga tidak serta merta
memperbolehkan poligami. Islam mempunyar batasan dan syarat yang ketat atas
seseorang yang ingin melakukan poligami.

Pada umumnya menurut sejarah peradaban manusia, perkembangan
poligami ini mengikuti pola pikir masyarakat terhadap kaum wanita. Pada saat di
mana orang-orang beranggapan bahwa kedudukan dan derajat wanita itu rendah
dan hina, pada saat inilah pohigami itu berkembang dan bertumbuh subur di
kalangan masyarakat. Namun sebaliknya, ketika orang-orang memandang
kedudukan dan derajat wanita. ity tinggi atau terhormat, maka poligami pun
berkurang Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan poligami
tersebut mengalami pasang surut, seiring dengan tinggi dan rendahnya derajat
wanita di mata orang-orang. Bangsa Arab Jahiliyyah sendiri serin g kali menikah
dengan beberapa wanita dan beranggapan bahwa mereka sebagai harta kekayaan
dan media untuk berbangga diri. Mereka seolah-olah menganggap bahwa
poligami itu bukan seperti perkawinan pada umummya, karena wanita-wanita
yang mereka nikahi dapat dibawa dan dimiliki sera diperjualbelikan sesuka hati
mereka. >

Ketika Allah swt mengutus Nabi Muhammad saw untuk menjadi Rasul

dan Nabi terakhir di Negara Arab, ia telah melarang perzinaan dan segala macam

*HDanu Aris Setianto, “Poligami Dalam Perspekif Filsafat Hukum Eslam {Kritik Terhadap
Hukum Perkawinan di Indonesta)”, Al-Ainwal vol. 10 no. 1 {(funt 2017), h 51 hitps://ejourmnal uin-
suka.ac.id. (Diakses 28 Januari 2022).

*? Abdurrahiman I Doi, Karakierisiik Hukeom fslam dan Perkawinan (Cet. |, Jakarta Pustaka
Kencana, 1996), h. 21
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bentuk perbuatan vang merendahkan wanita, dan menganggap bahwa wanita
seperti barang dan hewan yang dapat dimiliki secara mutlak. Kemudian Islam
secara mutlak tidak mengharamkan poligami, namun menentukan dan

memberikan batasan dan syarat,**

HUmmy Aulia, Keistimewaan Wanita (Cet 1I; Jakarta: AMP Press, 2016), h. 72.
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BAB 111
TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH DAN TARJH
MUHAMMADIYAH
A.  Pengertian Fikih

Fikih menurut bahasa berarti a/-Fahmu (pemahaman), yang pada
hakikatnya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat ahkam yang terdapat dalam al-
Qur’an dan hadis-hadis ahkam.** Fikih merupakan interpretasi ulama terhadap
ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam. Para Fugaha mengeluarkan hukum  dari
sumbernya dan tidak disebut membuat hukum sedangkan yang membuat hukum
adalah Allah swt. Fikih dalam pengertian sederhana adalah Ketentuan-ketentuan
hukum syara’ mengenai perbuatan manusia, mengatur hubungan manusia dengan
Allah swt, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, yang digali dari dalil-
dalil terperinei. * Selain itu, hukum yang dibahas dalam fikih menyangkut
‘amalivyi, yaitu hukum mengenai perbuatan manusia, menyangkut bidang ibadah,
bidang muamalah, perkawinan, mawatis, jinayah, dan lainnya.

Imam Abdul Mu’ali al-Juwairi , atau yang sering disebut dengan Imam
Al-Haramain yakni seorang guru besar Madrasah Nizamiyah, beliau mengartikan

fikih vaitu:
Holgoll lgi b o et S e

Artinya:

Mengetahui hukum-hukum syariat dengan cara ijtihad.

“Amir Syarifuddin, Ushul Figh (Jakarta: Kencana Media. 2008), h. 28.
“Hafsah, Pembelajaran Iigh Edisi Revisi (Bandung: Citapustaka Media Penintis). h. 3.

*“Bakr bin Abdiilah Abu Zaid bin Mubhammad bin Abdillah, Al-Madhal at-Fashi i
Mazhab al-Imam Ahmad wa Takhrijat al-Ashab (Cet. L. Mekah: Daar al-Ashimah, 1996), h. 44
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Berdasarkan defenisi di atas, Imam Jalaluddin al-Mahalli membenkan
contoh, seperti: mengetahui hukum musiahab pada shalat malam, hukum wajib
pada shalat, niat pada malam hari ketika ingin berpuasa ramadhan, dan
sebagainya. Semua hukum di atas diketahui den gan cara 1jtihad para ulama.

Para ulama sendiri membedakan ruang lingkup kajian antara ushul fikih
dan fikih itu sendiri. Fikih lebih fokus terhadap hukum yang bersifat khusus, yang
cara mengetahuinya adalah dengan ijtihad.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa fikih adalah
pemahaman atau interpretasi para ulama terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis
ahkam secara terperinci yang oleh Jugaha mengistinbatkan hukum Islam dengan
pemahaman mereka; dan sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat para ulama.
Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: kemampuan bahasa,
pengetahuan  ataw™ disiplin ilmu yang dimiliki, situasi dan kondisi serta
pemahaman secara menyeluruh terhadap ayat dan hadis ahkam tersebut.

B.  Sejarah Perkembangan limy Fikih

Pada dasammya, fikih Islam seperti benda hidup lainnya yang
keberadaannya tidak muncul secara tiba-tiba dari ruang kosong, melainkan fikih
muncul dari sesuatu yang telah ada sebelumnya. Kemudian secara bertahap
mngalami beberapa fase, seperti fase lahir, puncak kejayaan, dan juga

kemunduran.?’

Muhammad Yusuf Musa, Al-Madkha! 1i Dirasati al-Fikib al-Istam, ter). Muhanunad
Misbah, Pengantar Studi Fikih Isiam (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014), h. 5.
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Kemudian menurut Abdul Wahab Khallaf, seorang ulama dart Mesir yang

merupakan pakar wshu! figh menyatakan bahwa dalam perkembangannya, fikih

terbagi menjadi tiga masa.*® Yaitu:

I

3%

Masa ketika Nabi Muhammad saw masih hidup. Hukum terhadap
suatu perbuatan pada dasarnya telah ada sejak zaman Nabi
Mubammad saw, sejak awal mula munculnya Islam. Karena sedari
awal memang Islam telah berisikan kevakinan, akhlak, dan hukum
atas apa yang diperbuat oleh manusia. Pada saat itu, Nabi lah yvang
satussatunya sumnber referensi hukum dan fatwa winat Isiam. Hukum-
hukum fikih pada masa ini terdiri dari hukuin Allah dan Rasul-Nya
yang berdasar pada al-Qur'an dan hadis, schingga kemungkinan
terjadinya perbedaan pendapat hukum pada masa ini dapat dikatakan
belum ada, karena yang menjadi pemegang otoritas hukum adalah
Nabi Muhammad saw.

Masa atai periode sahabat Nabi Muhammad saw. Ketika Nabi
Mubammad saw telah wafat, berbagai macam masalah sosial dan
agama mulai bermunculan dan berkembang. Pada masa ini pula
problematika apama yang muncul seringkali merupakan problem
yang tidak ditemui pada saan Nabi saw maih ada. Oleh karenanya,
para sahabat berijtihad, guna memutus permasalahan tersebut dengan
nrengetuarkan keputusan dan fatwa, menetapkan hukum, namun tetap

mengambil acuan pada hukum masa pertama yaitu masa ketika nabi

®Panji Adam, Hukum Isiom {Sciarah. Perkembangen, Jdun Impleneniasinya di Indonesia)
(Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 12,
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Muhammad saw masih ada. Sehingga produk hukum pada masa ini
terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya, juga fatwa sahabat dan
keputusan-keputusan yang sumbernya dari al-Qur’an, hadis, dan
iitihad para sahabat. Pada masa ini, belum ada perselisihan hukum
fikih secara khusus,

3. Masa Tabi'in, Tabi' tabi'in. dan imam-imam mujtahid. Masa ini
dimulai pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Selain karena adanya
periodesasi yang menjadi faktor berkembangnya ilmu fikih,
bertambah luasnya daerah kekuasaan Islam serta banyaknya
masyarakat pada saat itu yang memeluk agama Islam juga
mempengaruhi perkembangan ilmu fikih tersebut. Kemudian,
permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam pada saat
itu sudah pasti lebih kompleks dan serius. Hal inilah yang mendorong
para imam mujtahid untuk lebih memperluas ruang lingkup ijtihad
mereka dalam menetapkan hukum, juga membuka pembahasan dan
pandangan baru bagi mereka. Walau demikian, ketetapan hukum
pada sebelumnya tetap dijadikan acuan pada masa ini.*

Pada masa inilah hukum-hukum fikih terdiri dari hukum Allah swt dan
Rasul-Nya, putusan dan fatwa para sahabat, fatwa para imam mujtahid dan ijtihad
mereka, yang bersumber dan berdasar pada al-Qur’an, sunnah Nabit, ijtihad para

sahabat, dan ijtihad imam-imam mujtahid.

* Muhammad Abror. “Sirah Nabawiyah. Sejarah Perkembangan Hmu Fikih™, nuonline.com.
29 Juni 2021, http:/:’islam.nu.or‘id/sirah-nabawiyah/’sejarah-perkembangan-ilmu-ﬁqih-imQOs
(diakses 25 Februari 2022).
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Pada masa ini pula terjadi asifikasi (penggolongan) hukum fikih, yang
didalangi oleh Imam Malik bin Anas, dalam bukunya yang berjudul a/-Muwattha
berdasar atas permintaan khalifah kedua Bani Abbasiyah (Khalifah al-Mansur)
yang berisi kumpulan hadis dan fatwa para sahabat, tabi in, juga tabi’ tabi’in,
yang shahih menurut Imam Malik. Buku atau kitab inilah vang dijadikan dasar
pijakan hukum fikih penduduk Hijaz.

Selanjutnya, Abu Yusuf yaitu pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, yang
menyusun beberapa buku fikih yang dijadikan rujukan di Negeri Irak. Kemudian
oleh Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, beliau Juga merupakan pengikut
mazhab Imam Abu Hanifah, menyusun buku Zuhir ar-Riwayah as-Sittah yang
kemudian diapresiasi oleh Imam Syamsul A’immah al-Sarkhusy dengan bukunya
al-Mabsuth yang dijadikan rujukan fikih mazhab Hanafi.

Setelahnya oleh Muhammad bin Idris al-Syafi’ (Jmam al-Syafi’i) menulis
buku fikih di Mesir yang berjudul a/-Umm. Buku inilah yang menjadi dasar dalam
fikih mazhab Syafi’i.

Kemudian, ada beberapa ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih itu
sendirs. Semua bentuk hukum yang bersifat amalivah termasuk ke dalam ruang
lingkup fikih ini, yang diamalkan oleh mukallaf (orang yang telah dibebani
kewajiban dalam melaksanakan perintah agama dengan syarat baligh, sadar,
waras, dan beragama Islam).

Adapun hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib,

sunnah, mubah, makruh, dan haram. Selain itu, ada pula dalam bentuk yang lain,
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seperti sabab, asysyart, al-Mani’,al-Shahih, dan al-Bathil. >’ Sedangkan ruang
linkupnya seperti yang disebutkan di atas, yaitu semua hukum yang berbentuk
amaliyah meliputi:

a. Hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah swt.
Hukum ini termasuk dalam hukum ibadah.

b.  Hukum yang berkaitan dengan muamalah, yaitu hukum-hukum yang
mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik secara
perorangan maupun kelompok.

c. Hukum yang berkaitan dengan pernikahan (munakahat), yang sering
pula disebut dengan al-dhwal ai-Svakhsivah. Hukum ini mengatur
manusia dalam keluarga, sejak dibentuknya keluarga tersebut.

d. Hukum .Jinayah yaitu hukum yang mensikat manusia dengan
kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.

C.  Pengertian dan Sejarah Tarjih Muhammadiyah
Sebelum membahas sejarah berdirinya Muhammadiyah, maka akan

dijelaskan pengertian dari Muvhammadiyah itu sendifi. Menurut bahasa, kata

“Muhammadiyah™ berasal dari bahasa Arab, vaity “des>e" yang berarti nama

Nabi dan Rasul Allah swt yang memiliki makna “yang terpuji”, kemudian dengan

ditambahkannya huruf nisbah yaitu ¢ yang bertujuan untuk menjadikan sejenis,

atau memiliki makna sebagai pengikut, maka muhammadiyah dapat diartikan

* Mohammed Hassan Hetto, 4l-Khoulasah fi Osoul al-Fikh (Cet. 1: Kuwait: Dar al-Diya’a,
2005), h. 36.
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secara bahasa sebagai pengikut dari Muhammad. Atau bisa juga diartikan sebagai
golongan orang-orang yang berkemajuan yang mengikut pada sunnah Nabi
Muhammad saw.!

Sedangakan menurut istilah/terminologi berdasarkan pada sumber-sumber
vang ada, Muhammadivah berarti:

1. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang berdiri pada
tanggal 8 Dzulhijjah pada tahun 1330 H atau pada tanggal 18
November 1912 M, dan didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di
kampung Kauman Yogyakarta.

2. Muhamniadiyah adalah sebuah organisasi dengan gerakan dakwah
Islam amar ma’ruf nahi munkar yang berkevakinan Islam dan
berdasr pada al-Qur’an dan sunnah Nabi saw.

Istilah “Muhammadiyah” sendiri pada awalnya dicetuskan oleh salah satu
kerabat murid, yang juga merupakan sahabat K.H. Ahmad Dahlan yang bernama
Muhammad Sangidy, ‘yaitu scorang tokoh pembaharu yang selanjutnya menjadi
penghulu Kraton Yogyakarta, melalui keputusan K.H Ahmad Dahlan setelah ia
meiaksanakan shalat istikharah.”

Adapun maksud dan tujuan dari pemberian nama Muhammadiyah ini oleh
K.H Abmad Dahlan adalah adanya harapan yang besar untuk warga

Muhammadiyah agar dapat mengikuti segala sunnah Nabi Muhammad saw.

*1Siti Nurhayati, dkk., Mukammadivah Dalam Perspekrif Sejarah, Organisasi, dan Sistem
Nilai {Cet. 1; Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2018). h. 1.

“Ahmad Adaby Darban. Sejarah Kuuman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah
(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 20140, h. 34,

+\ ]
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Kemudian organisasi ini dijadikan wadah atau tempat dalam usaha melaksanakan
segala jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuannya tersebut.

Pemahaman sebagian umat Islam Indonesia terhadap ajaran Islam vyang
tidak murni, sebagai bentuk ketidaktuntasan adaptasi antara tradisi lokal
nusantara dan tradisi Islam yang pada pada hakikatnya tradisi local ini masih
berisikan paham dinamisme dan animisme. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari
dalam mempraktikkan suatu amalan Kkeagamaan seringkali umat Islam di
Indonesia memperlihatkan hal-hal yang menyimpang dan tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama dalam bidang yang berhubungan dengan
akidah Islam yang menentang keras segala bentuk keémusyrikan, taklid buta,
khurafat, dan bid’ah. Oleh karena itu, pemurnian akidah menjadi tujuan utama
dari organisasi Muhammadiyah.™

Selain itu, Muhammadiyah sebagai persyarikatan juga memiliki ciri yang
melekat pada setiap aktivitas gerakannya. Yaitu:

a. Muhammdiyah  sebagai  gerakan Islam. Persyarikatan
Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan
merupakan hasil nyata setelah fadabbur al-Qur'an. Dengan
kesungguhan dan ketelitian yang benar-benar setiap kali
membahas dan mengkaji ayat al-Qur’an, terutama pada surah
Ali Imran/3;104 maka diputuskan untuk membangun sebuah
persyarikatan, yaitu persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian

dari hasil kajian ini pula dikembangkan dan diberi nama oleh

PSutarmo, Muhammadivah Gerakan Sosial-Keagamman Modernis, h. 56.
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K.HR Hadjid yaitu “Ajaran K.H. Ahmad Dahlan dengan
kelompok tujuh belas, kelompok ayat-ayat al-Qur’an”, yang di
dalamnya terperinci secara jelas latar belakang kandungan
semangat Muhammadiyah dalam pengabdiannya kepada Allah
swi. >

b. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam dmar ma 'ruf
Nahi munkar. Ciri ini memang telah nampak sejak lahirnya
persyarikatan ini, Berdasar pada al-Quran surah Al
tmran/3;104 ° Muhammadiyah ~‘meletakkan. strategi  dasar
(khittah) perjuangan yaitu dakwah (mengajak), dengan prinsip
Amar ma 'ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai sasaran
dakwahnya.

¢. Muhummadiyah sebagai gerakan tajdid. Ciri yang ketiga ini
sering juga disebut sebagai gerakan reformasi Muhammadiyah.
Persyarikalan  Muhammadiyah' sejak < awal memang telah
menempatkan diri sebagai salah satu gerakan yang berkhidmat
untuk menyebarluaskan agama Islam yang murni, yang
bersumber pada al-Qur'an dan hadis. Muhammadiyah ingin
memurnikan ajaran Islam dari segala amalan-amalan yang
terang-terangan menyimpang, seperti khurafat, syirik, dan juga
bid’ah. Melalui gerakan dakwah ini, Muhammadiyah ingin

memerangi secara menyeluruh berbagai penyimpangan

*Judin. “Ciri-ciri Muhammadiyah™. Cataran Judin. http:/fwww judin.my.id//2021/01/ciri-
ciri-gerakan-muhammadivsh. html/m= (diakses 16 Februari 2022,
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tersebut, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan akidah

dan ibadah sesorang.

Selain memiliki ciri khusus, Muhammadiyah juga memiliki visi dan misi
yaitu:
1. Visi Persyarikatan Muhammadiyah:

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berdasar pada al-Qur’an dan
hadis Nabi dengan gerakan tajdid yang dimilikinya senantiasa berpegang teguh
dan akiif dalam melaksanakan dakwah Islam dengan pedoman amar ma ‘vuf nahi
munkar disemua bidang dalam upaya mewujudkan {slam sebagai rahmat untuk

seluruh alam sehingga tercipta masyarakat Islam yang, sebenar-benarnya.

2. Misi persyarikatan Muhammadiyah:

a. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai denga ajaran Islam
yang dibawa oleh para Rasul.

b. Memahami agama dengan akal pikiran selacas dengan jiwa ajaran
Islam untuk meyelesaikan dan menjawab permasalahan-pemasalahan
kehidupan.

¢. Menyebarluaskan agama Islam yang berdasar pada al-Qur’an sebagai
kitab Allah swt dan hadis Rasulullah untuk pedoman hidup umat
manusia.

d. Melaksanakan amalan-amalan Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik

pribadi, keluarga, maupun masyarakat.

\
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Oleh karena itu, sebagal gerakan yang berlandaskan agama, ide
pembaharuan (tajdid) Muhammadiyah ditekankan pada usaha pemurnian Islam
dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan Islam.
Untuk merealisasikan tajdid dalam bidang agama, Muhammadiyah membentuk
Majelis khusus yang disebut Majelis Tarjih atau Lajnah tarjih. Majelis Tarjih
memang tidak didirikan bersamaan dengan kelahiran Muhammadiyah, namun
berdasarkan keputusan Kongres Muhammadiyah ke 16 di Pekalongan pada tahun
1927, yang saat itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH.
Ibrahim (1878-1934). Tugas Majelis ini selain membuat tuntunan atau pedoman
bagi warga Muhammadiyah, terutama dalam masalah ibadah. juga berijtihad serta
memutuskan masalah-masalah agama yang diperselisihkan, termasuk juga
masalah-masalah kentemporer.**

Istilah Tarjih sebenarnya berasal dari disiplin ilmu ushul figih. Kemudian
mengalami pergeseran, sehingga Tarjih tidak hanya dirtikan sebagai kuat
menguatkan suatu dalfil, atau memilih diantara pendapat yang sudah ada,
melainkan telah identik dengan ijtihad itu sendiri. Menurut Sopa (Dosen
Universitas Muhammadiyah Jakarta) menyatakan bahwa, dalam
Mubammadiyah tarjih diartikan sebagai setiap aktivitas intelektual untuk

merespon permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam.

** Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profil Muhammadiyah 2000 ( Cet. 1; Yogyakarta: PT
Surya Sarana Utama, 2000), h, 37
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Dari pendapat ini, tampak bahwa bertarjih artinya hampir sama dengan melakukan
jjtihad mengenai suatu permasalahan dilihat dari perspektif Islam.3

Dalam banyak kasus, kegiatan ketarjihan banyak dilalui dengan cara
ijtihad terhadap permasalahan-permasalahan baru yang belum dikaji lebih dalam
oleh para ulama fikih dan belum ditemukan jawabannya dalam buku-buku fikih
terdahulu. Namun demikian, Tarjih /ini tidak dilakukan secara asal-asalan
melainkan berdasarkan kepada asas-asas dan prinsip-prinsip tertentu. Kumpulan
prinsip-prinsip dan metode yang melandasi kegiatan tarjih ini dinamakan Manhaj
Tarjih (Metodologi Tarjih). Manhaj Tarjih sendiri memuat beberapa komponen,

yaitu:

1. Wawasan (semangat/perspektif);

2. Sumber ajaran;

3. Pendekatan; dan

4. Metode (prosedur teknis) tertentu yang menjadi pegangan dalam
kegiatan ketarjihan,’

Selain itu, metodologi tarjih juga mengandung pengertian sebagai sumber-
sumber pengambilan norma agama. Sumber agama adalah al-Qur’an dan hadis
yang ditegaskan dalam sejumlah dokumen resmi Muhammadiyah:

1. Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah yang mengatakan bahwa

gerakan Muhammadiyah bersumber dari al-Qur’an dan hadis.

* lham. 4dpa it Manhaj Tarjih?, hups:/imuhammadiyah.or.id/apa-itu-manhaj-tarjil/(diakses
19 Oktober 2021}

““Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Ternyata Ini Tumpuannya™ (Laporan Utama). Kumparan,
{Maret 2018)

v ]
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2. Putusan Tarjih Jakarta 2000 bab Il angka 1 menegaskan, “sumber ajaran Istam

adala al-Qur’an dan hadis makbul (& sdadl d))’® Putusan tarjih ini adalah

bentuk penegasan atas apa yang telah tertulis dalam putusan-putusan

terdahulu, yaitu:

iy i) Egodly o S OTE0 o BULUI e allath oy 2ah 6 (ol

Artinya:

Dasar' mutlak dalam menetapkan hukum {slam adalah al-Qur’an dan
hadis.

Kemudian, Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA (Ketua Majelis Tarjih dan
Tajdid PP Muhammadiyah) mengatakan bahwa Manhaj Tarjih tidak sckedar
bertumpu pada sejumlah prosedur teknis an sich. Hal ini juga dilandasi oleh
wawasan/perspektii pcmahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran
Islam dalam Muhaminadiyah meliputi lima hal, yaitu:

a. Wawasan paham agama, putusan tarjih mendefinisikan agama (Islam) yang
dibawa oleh Nabi Muhammad saw ialah apa yang diturunkan Allah swt di
dalam Al-qur’an dan yang disebut dalam sunnah yang shahih, berupa perintah-
perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan

manusia di dunia dan akhirat (Anwar, 2005: 25).

** “Manhaj Tarjih dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah” (Berita),
Lembaga Pengembangan Studi Islam, {September 2012).
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b. Wawasan tidak condong pada mazhab tertentu, memahami agama dalam
perspektif tarjih dilakukan langsung dari sumber-sumber aslinya, yaitu al-
Qur’an dan hadis melalui proses ijtihad dengan metode ijtihad yang ada.
Namun tidak diartikan bahwa Muhammadiyah menentang pendapat para ahli
fikih terdahulu yang telah ada.

¢. Wawasan toleransi, hal ini menggambarkan bahwa Tarjih Muhammadiyah
tidak menolak pendapat lain-apalagi menyatakan tidak benar.

d. Wawasan keterbukaan, artinya bahwa segala yang diputuskan oleh Tarjih
dapat dikritik dan diberi saran dalam rangka melakukan perbaikan, dan jika
ditemukan dalil dan argumen lebih kuat, maka Majelis Tarjih akan membahas
dan mengoreksi dalil dan argumen yang dinilai kurang kuat.

¢. Wawasan tajdid, yaitu dalam bidang akidah dan ibadah bermakna pemurnian
dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada asainya sesuai sunnah
Nabi Muhammad saw. Sedangkan dalam bidang muamalat, tajdid berarti
menyelaraskan kehidupan masyarakat dengan' semangat kreatif dan inovatif
sesuai tuntunan zaman. >’

Kemudian, selain berdasar pada al-Qur’an dan hadis, metode tarjih ini juga
menggunakan ijtihad. Dan dalam praktiknya, Muhammadiyah menggunakan
ijtihad kolektif. Hal ini tersirat dalam rumusan tentang givas datam Himpunan
Putusan Tarjih, yang menegaskan bahwa:

“apabila dibutuhkan dalam menghadapi persoalan yang telah terjadi dan

dihajatkan untuk diamalkan, tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah

* ~Pengajian Tarjih 2: Cara Memahami Agama dalam Muhammadiyah™ (laporan Utama).
Muhammadivah Sodo. (Mei 2019)
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| mahdah kemudian untuk alasannya tidak terdapat dalil yang sharih di dalam al-
Qur’an dan hadis sahih, maka cara untuk mengetahui hukumnya adalah dengan
jjtihad dan istinbat dari nash-nash yang ada berdasar pada persamaan ‘illat seperti

yang telah dilaksanakan oleh ulama salaf dank khalaf. "

8 “Manhaj Tarjih dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah™ (Berita).
Lembaga Pengembangan Studi Islam, (September 2012)
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BAB 1V
HUKUM POLIGAMI DALAM PERPEKTIF FIKIH ISLAM DAN
TARJIH MUHAMMADIYAH

A.  Poligami Dalam Perspektif Fikih Islam

Sekarang ini, beberapa hal yang menjadi bahan perdebatan yang
sering kali diangkat ketika membahas poligami, yaitu: pertama, kedudukan
poligami dalam al-Qur’an, apakah merupakan sesuatu yang boleh, wajib, sunnah,
makruh, ataukah sesuatu yang haram? Pertanyaan ini memunculkan berbagai
macam respon _atau jawabap. Di antaranya ada yane menolak tanpa syarat, dan
ada pula yang mencrima tanpa syarat, namun ada juga yang berada di antara
keduanya dengan inelihat dan menimbang syarat dan batasan yang ada, serta
manfaat dan mudarat dilakukannya poligami ini.®! Kedua, syarat dan ketentuan
seseorang dalam-melakukan poligami ini. Yang di mana salah satu syaratnya
adalah berlaku adil kepada para isteri, dan anak-anaknya. Beberapa pendapat
mengatakan bahwa kata “adil” memiliki makna sebatas materi saja. Namun
pendapat lain mengatakan bahwasanya adil di sini juga termasuk pembagian
giliran dan kasih sayang.®® Ketiga, batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi

dalam waktu bersamaan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa jumlah maksimal

' Abdul Mutakabbir, Reinterpretasi Poligami Menvingkap Makna. Syarar Hingga Hikmah
Poligami dalam al-Qur an (Sleman: Penerbit Deepublish, 2019), h. 1-2.

“ Fitri Yulianti dkk. “Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang
Dilakukan karena Alasan Agama®, Jurnal Psikologi. vol. 1, no. 2 (2008), h. 137.




39

hanya empat orang saja, ada pula yang berpendapat lain dan mengatakan bahwa
boleh lebih dari empat sampai Sembilan bahkan delapan belas.®?

Islam pada dasarnya membolehkan poligami dengan ketentuan jumlah
wanita yang dinikahi terbatas, dan juga tidak mengharuskan penganutnya
melakukan monogami mutlak dalam artian seorang lelaki hanya boleh beristri satu
perempuan saja dalam situasi dan kondisi apapun tanpa mempedulikan dan
memperhatikan apakah lelaki ini miskin atau kaya, hiperseks atau hiposeks, juga
apakah ia adil secara lahiriyah atau tidak. Hal ini dipertegas dalam QS. al-

Nisa/d:3:

ULL}J_,;LJ ,,SJQLL, !p‘.,<3l_é J;ti;h‘wM UT;,;,%

Terjemahnya:
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adii terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah
perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika
kamu khawatir tidak akan mampu beriaku adil, maka (nikahilah) seorang
saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu
lebih dekat agar kamu tidak berlaku dzalim.

Dari ayat di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Allah swt
membolehkan untuk beristeri lebih dari satu. Akan tetapi, kebolehan yang
diberikan ini disertai oleh syarat dan ketentuan yang cukup berat, dan sejatinya
hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menunaikannya. Dari terjemahan ayat

di atas, disebutkan bahwa jika suami takut atau khawatir tidak mampu untuk

berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja. Firman Allah

% Abdurrahman Al-Mukaffi. 55 Alusan Isteri Menolak Poligami (Cet. ): Jakarta: Darul
Falah. 2016), h. 34.
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swt dalam surah al-Nisa/4;3 ini diartikan sebagai dasar atau landasan pokok
dibolehkannya poligami. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa syarat
dibolehkannya seseorang untuk berpoligami adalah mampu berlaku adil.
Kemudian dalam kitab Fi Zhialil Qur an. Sayyid Qutbh menyatakan bahwa
penafsiran kata adil dalam ayat ini bersifat mutlak. Maksudnya, tidak adanya
batasan tempat-tempat keadilan. Oleh karena itu, adil yang dituntut disini adalah
keadilan dengan semua bentuk dan segaia pengertiannya.® Ayat di atas juga
menjelaskan bagaimana keringanan (rukfisah) dalam melakukan poligami diikuti
dengan sikap hati-hati scperti ini jika memang dikhawatirkan tidak mampu
berbuat _adil, maka ‘cukup bagi lelaki tersebut dengan monogami. Nabi

Muhammad saw, bersabda:

o alile 4l 4 Llafl o g clo Laalisl W s U1
Artinya:

Barang siapa yang memiliki dua orang isteri falu dia lebih condong kepada
salah seorang diantara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat

kelak dengan sebelah badannya miring.
Islam dalam hal ini adalah peraturan bagi umatnya, peraturan yang positif
dan sesuai dengan fitrah, kebutuhan, kenyataan, serta kejadian dan kondisi
kehidupan umat Islam yang pada hakikatnya berubah-ubah setring dengan

perubahan pola pikir, dan gaya hidup, juga di daerah-daerah serta masa-masa dan

keadaan yang berbeda-beda. Masalah mengenai kebolehan poligami sebagaimana

8ayyid Quibh, Tufsir Fi Zhilalil Qur en (Jakarta: Gema Insani. 2002). h. 275.

“*Abu Daud Sulacman bin al-Asy ats bin Ishak bin Basyir. Sunan Abi Daud, Jilid i1, Bab al-
Qasm Baina al-Nisa. No. 2133 (Baerut: Al-Maktabatu al-Ashrivah}. h, 242, Hadis ini disghihkan
oleh al-Bani. Lihat. Svark Sunan Abi Daud (cet. §; Mesir: Daar al-Falah Ii al-Bahst al--Alam wa
Tahqiq al-Turats), h. 453.
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yang ditetapkan dalam Islam, baiknya dibahas lebih jelas dan juga diketahui
keadaan sebenarnya yang melingkupi kebolehan poligami ini.

Menurut Mahkamah Konstitusi Indonesia sendiri, poligami telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor ! Tahun 1974 tentang perkawinan yang
menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami sendiri
diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan tata cara tertentu yang tidak
bertentangan dengan syariat Islam, dan hak untuk membentuk keluarga, hak
untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, dan hak untuk
bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam UUD
1945.%

Allah swt sendiri maha bijaksana dalam menetapkan aturan dan
ketentuan-ketentuan poligami. Sehingga tercipta aturan dan tata cara poligami
yang sempurna dan tanpa cela. Kemudian Islam sendiri tidak mewajibkan
poligami bagi seorang lelaki, begitu pula tidak diwajibkannya pihak perempuan
dan keluarganya untuk mencrima pinangan atau perkawinan dari laki-laki yang
telah beristeri.

Perlu ditegaskan bahwa tujuan diterapkannya syariat Islam adalah untuk
kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Dengan berpegang pada prinsip ini,
kita dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan diperbolehkan atau disyariatkannya
poligami juga untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Poligami
bertujuan untuk menciptakan keluarga yang baik, bukan hanya sekedar untuk

kepentingan dan menyenangkan suami. Dari prinsip di atas juga, kita dapat

“Hafidz Muftisany. Serba Serbi Poligami (Intera, 2021), h. 14.
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memahami bahwa jika poligami tidak dapat menciptakan kemaslahatan bagi
manusia, maka poligami tersebut tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, Islam
memberikan aturan dan batasan yang kemudian dijadikan dasar untuk
melaksanakan poligami sehingga dapat tercipta kebaikan dan kemaslahatan
tersebut. Menurut Imanuddin Husein, ia berpendapat bahwa dibolehkannnya
poligami dalam al-Qur’an bukan hanya sekedar dibolechkan, akan tetapi ada
hikmah yang terkandung di dalamnya dan pesan-pesan yang dapat direalisasikan
untuk kebahagiaan umat manusia. Menurutnya, dalam praktik poligami ada nilai
sosial ekonomi untuk mengangkat martabat wanita. Bukan hanya dijadikan
sebagai pelampiasan nafsu, akan tetapi terikat dalam sebuah ikatan yang halal
yaitu pernikahan. Oleh Karena itulah Islam membolehkan poligami dengan
ketentuan dan adab yang harus patuhi dan dijunjung tinggi bagi mereka yang
ingin melakukan poligami.®’

Berdasarkan  pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
walaupun menggunakan dasar hukum yang berbeda, para ulama sepakat bahwa
poligami dalam Islam hukumnya adalah boleh. Bukan sunnah (dianjurkan), dan
bukan pula wajib (diperintahkan) seperti yang dianggap oleh kebanyakan orang.®®
Demikian pula dari pembahasan diatas, tidak disebutkan bahwa poligami sebagai
dasar perkawinan dalam syariat Islam, apalagi banyak yang beranggapan bahwa

poligami sebagai fitrah,

“Imanuddin Husein, Satu Isteri tak cukup (Jakarta: Khaznah, 2003), h. 105,

%Tinuk Dwi Cahyani. Hukum Perkawinan (Cet. I Malang: Universitas Muhammadiyah
Malang, 2020}, b, 47,
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Jumhur Ulama (Imam Malik, Imam Svafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan

Imam Hanafi), berdasar pada surah al-Nisa ayat 3 yaitu pada redaksi kata

) 45 memiliki pendapat bahwa hukum poligami dalam islam adalah boleh

(mubah), sebagaimana diperbolehkannya makan dan minum. Sedangkan dalam

mazhab al-Zhahiri dikatakan bahwa kata | yﬁib memiliki konsekuensi hukum

secara mutlak adalah mubah, yang tidak ada satupun gorinah yang menjadikannya
makruh ataupun menjadikannya haram. Berdasar pada bentuk dzahir ayat yang

menunjukkan adanya ‘kata perintah. Sementara itu, dalam hal jumlah batas

-

9

U B ! .
\ Liya &Ly 25 para jumhur sepakat bahwa seorang lelaki

&

bilangan

(suami) hanya diperbolehkan untuk memiliki maksimal empai orang isteri saja,
dalam satu waktu yang bersamaan. Hal ini selain terdapat dalam Qur’an Surah al-

Nisa/4;3 juga terdapat dalam hadits Rasulullah saw:

Afl.fv%.mh;l‘.af..!"s.:.-:ﬁs SJ-.MJ dLaJdJ.J«}C,.«.LauT J\BCJJM\C.;_‘WJ o
O(aomle b oy )b D ot 1B L s s L

Artinya:

Dari Qais Ibnu Al-Haris ia berkata: ketika masuk islam saya memiliki
delapan isteri. saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya,
lalu beliau bersabda: pilih empat diantara mereka (HR. Ibnu majah).

“Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, 4/-Sunan Ihnu Majah,
Jilid 1, Bab al-Nikah. No. 1951, h. 627. Al-Tirmidzi menilai hadis ini sebagai hadis hasan dalam
buku yang sama.
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Lalu menurut Sayyid Sabiq, dalam kitabnya dikemukakan bahwa seorang
lelaki haram menikahi lebih dari empat orang wanita, sebab menurutnya empat itu
telah cukup dan apabila melebihi dari empat maka itu berarti lelaki tersebut telah
mengingkari kemaslahatan yang disyariatkan oleh Allah swt untuk kebaikan hidup
berumah tangga (suami-isteri). Kemudian, para ulama klasik juga sepakat
bahwasanya syarat dibolehkannya poligami adalah adil. Adil yang dimaksud di
sini adalah adil dalam hal materi, seperti pemenuhan dan pemberian nafkah.
Bukan dalam hal cinta dan kasih sayang. Hal ini disebabkan karena keadilan
dalam membagi cinta dan kasih sayang sangai tidak dimungkinkan secara
psikologis.™

Sedangkan menurut pandangan ulama fikih kontemporer mengenai
Poligami, menurut pandangan Muhammad Abduh poligami adalah salah satu
kebiasaan di masa lampau sebelum datangnya Islam, yang dianggap sebagai salah
satu bentuk pelecehan terhadap kaum wanita. Menurut Muhammad Abduh juga
tidak ada seorang isteri vang mau suaminya menjadi milik wanita lain, dan juga
tidak ada seorang suami yang mau isterinya menjadi milik lelaki lain, karena hal
tersebut akan menjadi penyebab sakit hati. Dikatakan bahwa inilah salah satu
fitrah manusia yang pada hakikatnya tidak ingin berbagi dan ingin memiliki untuk

dirinya sendiri. Jika ada suami atau isteri yang merelakan pasangannya untuk

“Warkum Sumitro, dkk., Konfigurasi Fikih Poligini Kontemporer: Kritik Terhadap
Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia (Cet. I; Malang: Universitas Brawijaya Press,
2014), h. 22,
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membagi cinta dan kasih dengan wanita atau lelaki lain, berarti dapat dikatakan
bahwa ini sudah tidak sewajarnya.”’

Pada dasarnya, untuk ukuran manusia biasa memang tidak akan pernah
rela apabila sesuatu yang telah menjadi miliknya direbut atau dimiliki oleh orang

lain juga. Apalagi untuk sebuah pernikahan yang di dalamnya kita telah terikat

oleh ikatan yang kuat (1d2.l¢ B\zs) berdasarkan akad dan adanya mabhar, sudah

pasti seseorang akan berusaha menjaga dan mempertahankan sesuatu yang telah
dimilikinya.

Muhammad Abduh menyatakan bahwa ia telah banyak menyaksikan
praktik poligami.di Mesir pada masanya yang secara umum disalahgunakan.
Muhammad Abduh melihat bahwasanya poligami ini menjadi sebab pertikaian
dan permusuhan antar isteri, menjadikan anak-anak sebagai korban, dan kepuasan
septhak suami. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa poligami ini dapat
mengantarkan pada kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan berumah tangga.
Sedangkan tujuan dasar.  diterapkannya suatu syariat adalah terciptanya
kemaslahatan, dan terhapusnya kerusakan (mafsadah). © Namun, menurut
Muhammad Abduh juga bahwa poligami ini dibolehkan jika dalam kondisi yang

benar-benar genting, untuk terhindar dari perzinahan, dengan catatan tidak

"'Nur Khosiah. dkk.. “Poligami Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Svahrur”.
Imtivaz, vol. 5 0. 2 {September 2021), h.80. https://jurnal.staim-
probolinggo.ac.id/index.php/Imtiyaz/anicle/download/149/152 (10 Februari 2022).

7 Mohammad Umar Said. Poligami  Dalam  Pundangan  Mubammad — Abduh,

https://academia.eduw/9844595/poligami-dalam-pandangan-Muhammad-Abduh.pdf (10 Februari
2022). h. 13.
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menjadi penyebab timbulnya kezatiman dan kerusakan. Juga menjadikan sikap
adil sebagai syarat mutlak dalam melakukan poligami.

Kemudian menurut pandangan Muhammad Syahrur seorang pemikir Islam
kontemporer yang tahir di Dimaskus pada 11 April 1938.7* Ia berpendapat bahwa
poligami merupakan salah satu dari enam bentuk aplikasi teori batas yang
merupakan hasil kajian dari ayat-ayat hukum yang beliau gagas. Poligami di sini
termasuk dalam ayat hukum yang mempunyai batas bawah dan batas atas dalam
satu ayat (ayat hudud).”

Berdasarkan pengamatannya terhadap surah al-Nisa/4:3 :

A

S T REWE ROV ;JmeJ.},g;uw«_;t\;\M Ul zis 01
by UF 35T 2l A SOLGH L8 Gy 50 1000 Uf i D

-
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Terjemahnya:

Dan jtka kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim  (bilamana kamu menikahinya),” maka nikahilah
perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang
saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu
lebih dekat agar kamu tidak berlake dzalim.

Menurut ‘Syahrur, ayat di atas menjelaskan makna hadd al-adna
(kuantitas/jumlah minimal) isteri yang dibolehkan adalah satu orang, karena
sangat mustahil jtka seseorang beristerikan separuh saja. Sedangkan had al-a’la
(Jumlah maksimum) yang dibolehkan adalah empat orang. Dan apabila melebihi

jumlah tersebut, maka menurut Muhammad Syahrur ini telah melampaui dan

"Achmad Zayadi. Menuju Istam Moderat (Cet. 1 Yogyakarta: Spasi Book. 2018). h. 130.

™ Firman Nurdiansyah. “Pendapat Muhammad Svahrur Tentang Poligami Serta
Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI™. The Indonesian Of Islamic Family Law 8, no. 2
(2018): h. 369-372.
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melanggar batasan hudud yang ditetapkan oleh syariat. Kemudian, had al-kayf
juga dijelaskan dalam ayat ini. Yaitu apakah kondisi isteri tersebut masih dalam
keadaan gadis (perawan) atau armalah (janda). Maksudnya untuk isteri pertama
tidak dianjurkan adanya had al-kavf diperbolehkan gadis ataupun janda. Lain
halnya untuk isteri kedua, ketiga, dan keempat disyaratkan dari Jjanda-janda yang
memiliki anak yatim. Oleh karena itu, apabila seorang suami ingin menikah lagi,
maka ia akan bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya yang yatim.”
Inilah yang dimaksud konsep adil oleh Muhammad Syahrur sebagai salah satu
syarat dibolehkannya poligami yaitu sang suami harus mampu adil dari dua sisi,
yakni adil terhadap anak-anaknya dari pemikahannya yang pertama dengan anak-
anak yatim dari janda-janda yang ia nikahi.

Selain itu, para ulama tafsir juga memberikan pandangannya terhadap
Poligami. Salah satunya adalah Imam al-Thabari dan Fahruddin al-Razi.

Poligami menurut pandangan Imam al-Thabari, ia berpendapat bahwa
surah al-Nisa/4;3 berisi tentang kewajiban berlaku adil terhadap wanita-wanita
yang dinikahi sebagai saiah satu syarat diperbolehkannya poligami. Selanjutnya,
jika seorang lelaki tidak mampu berlaku adil atas anak yatim yang ingin
dinikahinya, maka hendaknya ia menikahi wanita lain yang ia senangi, dua, tiga,
ataupun empat. Akan tetapi, jika dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil atas

mereka, maka cukup dengan satu isteri saja.”®

"Nurjannah Ismail. Perempuan Dalam Pasungan, Bias Laki-laki Dalam Penafsiran (Cet. 1;
Yogyakarta: LKis Pclangi Aksara, 2003}, h. 227.

T Ath-thabari. Jami® al-Bayan fi Tu 'wil al-Qur’an. jilid V (Cet. T: Mesir: Muassasah al-
Risalah, 2000}, h. 532,

.
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Berdasarkan penafsiran al-Thabari di atas, sudah jelas bahwa penekanan
untuk bersikap adil terhadap wanita-wanita yang dinikahi, dan hak-hak anak
yatim. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa ayat di atas (al-Nisa/4:3)
menunjukkan dibolehkannya poligami bukan tanpa syarat yang ketat, sehingga
tidak semua lelaki dapat memenuhi syarat tersebut. Adapunn syarat-syarat
tersebut adalah:

1) Wanita yang dinikahi dalam satu waktu adalah tidak lebih dari empat
orang.

2) Sanggup memberikan nafkah kepada isteri-isieri dan anak-anakmya juga
orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya.

3} Mampu berlaku adil.”’

Kemudian al-Razi menambahkan bahwa makna dari firman Allah swt:
“apabila kamu khawatir tidak mampu berlaku adil” adalah syarat, lalu “maka
nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai” adalah sebuah kebolehan. Sehingga,
dibutuhkan keterangan vyang jelas mengenai ‘seperti apa kolerasi antara
dibolehkannya mengawini wanita-wanita yang disenangi, dengan syarat mampu
berlaku adil.”

la menjelaskan bahwa untuk menjawab seperti apa hubungan keduanya,

vaitu kebolehan dan syarat di antara para ahii tafsir memiliki empat alasan, yaitu:

77Abdul Halim Absu Syuqqah, Pembebasan Wanita Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 1997),
h. 389.

"*Fabruddin Mubammad bin Umar bin al-Husain, 4/-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib
{Beirut: Dar al-Kutub, 2000}, h. 139.
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1) Adanya wali yang condong terhadap harta anak perempuan yatim dan
kecantikannya kemudian bermaksud untuk menikahinya akan tetapi tidak
mau memberinya mahar.

2) Adanya lelaki yang beristeri lebih dari satu (berpoligami) akan tetapi hak-
hak isteri-isterinya tidak mampu ia berikan dan juga terhadap mereka ia
tidak dapat berbuat adil.

3) Adanya lelaki yang tidak mau menjadi wali bagi anak perempuan yatim,
dan ia ingin menikahi anak tersebut. Akan tetapi, ia khawatir tidak dapat
berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim tersebut, dan juga i1a takut jatuh
ke‘dalam dosa zina, maka sudah sepantasnya ia menikahi wanita-wanita
yang dihalalkan baginya (budak).

4) Adanya lelaki yang melakukan poligami, serta mampu memelihara anak
yatim tetapi tidak bisa memberikan nafkah kepada isteri-isterinya. Maka
mereka memberikan harta anak-anak yatim tersebut kepada isteri-isterinya.
Dan ketika seorang lelaki tidak mampu bersikap adil terhadap harta anak
yatim karena ia memiliki banyak isteri maka haram baginya untuk
berpoligami.

Berdasarkan penjelasan dt atas, al-Razi dan al-Thabari mamahami ayat di
atas (al-Nisa/4;3) masih erat kaitannya dengan adanya perintah untuk berbuat adil
kepada anak-anak yatim, juga keharusan berbuat adil terhadap wanita-wanita yang
dinikahi. Ath-thabari menyatakan bahwa: “apabila kamu takut (khawatir) tidak
dapat berlaku adil terhadap anak yatim, begitupun dengan wanita-wanita tain yang

kamu sukai, maka hendaklah kamu untuk tidak menikahi mereka walaupun itu
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satu orang saja. Tetapi, cukup bagi kamu untuk menikahi hamba sahaya (budak)
yang kamu miliki. Karena dengan menikahi budak sendiri tebith memungkinkan

untuk tidak berbuat kezaliman (semena-mena terhadap wanita).”

B.  Poligami Dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah

Dalam Himpunan Tarjih Muhammadiyah, telah dijelaskan mengenai
konsep keluarga sakinah. Di mana keluarga sakinah ini merupakan keinginan
semua orang, akan tetapi banyak dari mereka yang belum memahami sepenuhnya
bagaimana dan apa keluarga sakinah itu, sehingga terjadi banyak kekeliruan
dalam usaha dan proses menerapkan keluarga sakinah ini. Salah satunya adalah
dilakukannya praktek poligani  dalam  keluarga., tanpa memahami dan
memperhatikan syarai-syarat yang harus dipenuhi.

Istilah keluarga sakinah sendiri berasal dari penjelasan firman Allah swt
dalam QS. al-Rum/30;21 yang menyatakan bahwa mewujudkan ketentraman dan
ketenangan dengan dasar mewaddah dan warahmah merupakan salah satu tujuan

dari berumah tangga.
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Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaann-Nya adalah Dia menciptakan isteri-
isteri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya




